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TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANG IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang a  bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di
Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk lzin
Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir,

b bahwa untuk dikeluarkan Surat lzin Operasional dimaksud harus memenuhi ketenfuan
yang berlaku untuk itu;

¢ bahwa untuk maksud pada poin a dan b diatas perlu ditetopkan dengan SK Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

Mengingat I Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kanbupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kanmun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan  Kota Batam {Lembaran Negam
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), scbagnimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966), Undang-undang Nomor 11
Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negarm
4272) dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880),

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301) scbagnimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negarn Republik Indonesin
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

3, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437),

4, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara

Pemenntah Pusat dan Pemenniah Daerah (Lembaran Negara Tahun 200
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438), . - gl

5 Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan
. P
Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan LunbmmsNegm Nmm:a 3T1“:III‘I{)}M1 M

6 Peraturan Pemenntah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah:

7. Peraturan Pemerintsh Nomor 39 tentan
Pendidikan Nasional, : tabun' 1992 g peran serta masyarakat dalam
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